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ABSTRAK 
 

Noorsyaidah NPM. 19.81.0433. 2023. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al Banjari. Yang dibimbing oleh Bapak Dr Afif Khalid, S.HI., SH., MH. 

Sebagai pembimbing I dan Ibu Muthia Septarina, SH.,MH. Sebagai pembimbing II.  

Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan hukum, Ketenagakerjaan 

Secara sosial PRT tidak dianggap profesi sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali 

hanya berdasarkan belas kasihan, diskriminasi terhadap PRT menyebabkan pekerja rumah 

tangga (PRT) tidak bernilai ekonomi karena tidak ada Undang-Undang yang secara khusus di 

Indonesia yang melindungi PRT. Dengan tidak adanya peraturan khusus tentang PRT sehingga 

di anggap perlu untuk melindungi PRT dan membuat aturan tentang perlindungan PRT.  

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu ketentuan hukum pekerja 

rumah tangga dan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Penelitian ini 

menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan 

(Library research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum 

kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.  

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa PRT seringkali tidak terlihat karena 

minimnya jaminan hukum yang terkait dengan pekerjaan mereka, padahal para pekerja rumah 

tangga menghadapi resiko besar akan berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Untuk itu 

perlu adanya Kebijakan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia 

agar PRT tidak mengalami diskriminasi pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang layak 

sesuai dengan keahlian, keterampilan, kemampuan dan tidak ada lagi mengalami kekerasan 

sehingga menjadi korban tindak pidana. 
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ABSTRACT 

Noorsyaidah NPM. 19.81.0433. 2023. Analysis of Legal Protection for Domestic 

Workers in Indonesia. Thesis of the Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan, 

Muhammad Arsyad Al Banjari. Supervised by Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH. As supervisor 

I and Mrs. Muthia Septarina, SH., MH. As advisor II. 

Keywords: Domestic Workers, Legal Protection, Employment. 

Socially, domestic workers are not considered a profession so that the fulfillment of 

their rights is often only based on compassion. Discrimination against domestic workers 

causes domestic workers (PRT) to have no economic value because there is no law that 

specifically protects domestic workers in Indonesia. In the absence of specific regulations 

regarding domestic workers, it is considered necessary to protect domestic workers and make 

rules regarding the protection of domestic workers.  

This research focuses on two problem formulations, namely legal provisions on 

domestic workers and legal protection efforts for domestic workers. This study uses 

normative legal research methods, namely the library research method. The normative legal 

research method or the library law research method is a method or method used in legal 

research conducted by examining existing literature.  

From this research, it was found that domestic workers are often invisible due to the 

lack of legal guarantees related to their work, even though domestic workers face great risks 

of various forms of violence and exploitation. For this reason, it is necessary to have a legal 

protection policy for domestic workers in Indonesia so that domestic workers do not experience 

job discrimination and get a decent income according to their expertise, skills, abilities and no 

longer experience violence so that they become victims of criminal acts. 
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